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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM, 

PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN DAN KETENTUAN 

TENTANG SUNGAI 

 

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Menurut Jimly Asshiddqie bahwa Penegakan Hukum adalah suatu 

proses dengan dilakukannya upaya untuk tegakknya atau berfungsinya 

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 

lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarkat 

dan bernegara. Definisi lain tentang penegakan hukum menurut 

Soerjono soekanto, merupakan kegiatan menyelerasikan hubungan 

nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah atau pandangan nilai yang 

mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.  

Adapun menurut Satjipto Rahardjo yang mendefinisikan penegakan 

hukum yaitu pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau 

konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan 

sebagainya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan 

hukum merupakan proses penegakan norma-norma atau aturan hukun 

sebagai pedoman dalam berprilaku untuk mendapatkan keadilan,
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kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses 

penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan tata ruang dalam 

penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta 

rencana tata ruang Hukum di dalamnya terkandung nilai- nilai atau suatu 

konsep dimana semua tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan 

sosial.  

Penegakan Hukum dalam bahasa asing sendiri mengenal berbagai 

istilah seperti recht toe passing hand having (Belanda), law enforcement, 

application (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah 

pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari- 

hari. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide – ide 

dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyatan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 

Dalam suatu Negara dimana hukm pengawasan terhadap tindakan 

pemerintah di maksudkan agar pemerintah dalm menjalankan 

aktivitasnya sesuai dengan norma norma hukum, sebagai suatu upaya 

preventif dan juga di maksud untuk mengembalikan sesuatu pada situasi 

sebekumnya terjadinya pelanggaran pelanggaran norma hukum, sebagai 

upaya represif terhadap tindakan pemerintah. 

2. Faktor Penegakan Hukum 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 

yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 

dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
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mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), disamping 

mampu membawakan atau menajalankan  peranan yang dapat diterima 

oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat 

memanfaatkan unsur-unsur pola traditional tertentu, sehingga 

menggairahkan partispasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. 

Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan 

yang tepat di dalam memperkenalkan norma- norma atau kaidah-kaidah 

hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik. 

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak 

dapat terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah 

tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, 

penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. 

Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan 

mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. 

Lemahnya mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum 

mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalistas aparat 

penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, 

proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga 

dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran 

penting dalam memfungsikan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, 

faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut : 

a) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
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Faktor sarana atau fasilitas pendukung dapat dirumuskan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah 

terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. 

Apabila sarana dan prasarana sudah ada maka faktor-faktor 

pemeliharanya juga memegang peranan yang sangat penting. 

Memang sering kali terjadi bahwa suatu peraturan perundang- 

undangan diberlakukan padahal sarana pendukungnya belum 

tersedia lengkap. 

b) Faktor Masyarakat 

 Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum 

bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan 

mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan 

masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan masalahnya 

kita sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai struktur 

masyarakat yang ada dibelakangnya.  

 Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai 

kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh 

struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala 

baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan 

penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-
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hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalnkan atau kurang 

dapat dijalankan secara seksama. 

c) Faktor Hukum 

 Faktor hukum itu sendiri dimana suatu penegakan yang hanya 

dibatasi oleh undang-undangnya saja. Faktor hukum atau bisa 

disebut faktor undang-undang menurut Soerjono Soekanto diartikan 

dalam arti materiil yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara 

umum dan dibuat oleh penguasa maupun daerah yang sah dengan 

demikian, maka undang-undang dalam material (selanjutnya disebut 

undang- undang) mencakup: 

1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 

suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum 

disebagian wilayah negara. 

2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau 

daerah saja, Seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Bandung, yang di dalamnya mengatur larangan mendirikan 

bangunan di sempadan/bantaran sungai. Peraturan ini juga 

memuat ketentuan mengenai penertiban, pembongkaran, serta 

sanksi administratif yang dikenakan bagi pihak yang melanggar 

ketentuan tersebut. 

 Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 
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terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal 

ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu 

rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. 

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak 

sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat 

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 

bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya 

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law 

enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses 

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang 

bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2. Penegakan Hukum dalam Bidang Administrasi 

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide 

atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, 

dan sebagainya, yang pada awalnya ini dikenal dengan istilah “penerapan 

hukum” namun seiring dengan perkembangan jaman maka istilah 

“penegakan hukum” lebih sering dipakai. Penegakan hukum merupakan 

usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. 

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai   atau   kaedah-

kaedah   yang   memuat   keadilan   dan   kebenaran, penegakan hukum 
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bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal 

secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun 

demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik (Satjipto, 2011. Hlm 

158). 

Pemerintah memliliki kewenangan dalam penegakan hukum dalam 

bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Undang- undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Dengan demikian ditegaskan kembali bahwa lingkungan di alam 

Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas 

tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, 

pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan 

ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-

hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan 

penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. 

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 pada penjelasan 

angka 9 menyebutkan bahwa Undang-undang ini memberikan 

kewenangan yang luas kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk 

melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan 

koordinasi dengan instansi lain. Dengan demikian peranan menteri 

lingkungan hidup sangat besar untuk melaksankaan tindakan 

administrasi maupun tindakan pidana atas kerusakan lingkungan yang 

ada di Indonesia.  
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Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata 

Ruang pada pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa wewenang pemerintah 

pusat adalah pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan 

strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam melaksankaan 

wewenanag tersebut dilaksanakan oleh menteri, salah satu kewenangan 

tersebut adalah pengawasan terhadap tata ruang. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 73 disebutkan 

bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya 

diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi 

pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata 

Ruang pada pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai 

kewenangan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta 

terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan 

kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kewenagan tersebut dilaksanakan 

sesuai dengan batas wilayah suatu provinsi sebagaimana kewenangannya 

sebagai suatu daerah provinsi masing-masing.  



35 

 

 
 

B. Tinjauan Umum tentang Perizinan Pendirian Bangunan 

1. Pengertian Perizinan 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 

usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan 

dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para 

warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Hadjon, 1993. Hlm. 5). 

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas: 

a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang 

lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan 

untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.   

b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-

batas tertentu bagi tiap kasus.  

Pada umumnya sistem izin terdiri dari : 

a) Larangan. 

b) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).  

c) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.  

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:  
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a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan 

suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan 

tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak 

berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis). 

b) Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk 

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk 

menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk 

menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.  

c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang 

besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga 

sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi 

pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada 

konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. 

Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi 

dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta 

syarat-syarat tertentu 

2. Tujuan Perizinan 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk 

pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-

ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang 

berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan 

dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu : 
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a) Dari sisi pemerintah Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin 

adalah :  

1) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan 

yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan 

dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur 

ketertiban.  

2) Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan 

permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah 

akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon 

harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula 

pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk 

membiayai pembangunan.  

b) Dari sisi masyarakat Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian 

izin itu adalah sebagai berikut : 

1) Untuk adanya kepastian hukum. 

2) Untuk adanya kepastian hak.  

3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirkan 

mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada 

suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat 

mengejar berbagai tujuan dari izin 

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana 

di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain: 
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a) Instrumen yuridis Izin merupakan instrument yuridis dalam 

bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan 

oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa 

konkret,sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan 

persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.  

b) Peraturan perundang-undangan Pembuatan dan penerbitan 

ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

permerintahan,sebagai tindakan hukum maka harus ada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 

atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar  

c) wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah,oleh karena 

itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah 

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan 

peruUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang 

tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Organ 

pemerintah Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan 

urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah.Menurut Sjahran Basah,dari badan tertinggi sampai 

dengan badan terendah berwenang memberikan izin.  

d) Peristiwa konkret Izin merupakan instrument yuridis yang 

berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam 

menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa 
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kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, 

orang tertentu ,tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.  

e) Prosedur dan persyaratan Pada umumnya permohonan izin harus 

menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh 

pemerintah,selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan 

secara sepihak oleh pemerintah atatu pemberi izin.prosedur dan 

persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, 

tujuan izin, dan instansi pemberi izin.  

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif 

dan kondisional,konstitutif,karena ditentukan suatu perbuatan atau 

tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) 

dipenuhi,kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat 

dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang 

disyaratkan itu terjadi. 

3. Prosedur Pemberian Izin 

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang 

dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin 

harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh 

pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara 

sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan 

persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan 
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izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi 

adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur 

perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : 

sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan 

kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki 

prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara 

luas.  

a) Persyaratan Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan 

kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat 

dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.  

1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin 

ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi 

dapat dikenai sanksi  

2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat 

dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan 

terjadi.  

b) Waktu penyelesaian izin Waktu penyelesaian izin harus 

ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian 

yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan 
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deregulasi harus memenuhi kriteria: 

1) Disebutkan dengan jelas. 

2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.  

3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur 

dan persyaratan.  

c) Biaya perizinan Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan 

dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal 

mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus 

memenuhi syarat-syarat :  

1) Disebutkan dengan jelas.  

2) Mengikuti standar nasional.  

3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap 

objek tertentu.  

4) Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.  

5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas 

4. Izin Mendirikan Bangunan 

Pembangunan manusia tidak dapat terwujud apabila tidak 

adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Pembangunan sarana 

dan prasarana memiliki peran penting dalam pembangunan manusia 

seutuhnya sebagai tempat manusia melakukan berbagai aktivitas 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
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agar tercapainya pembangunan nasional. Sarana dan prasarana yang 

dimaksud salah satunya adalah bangunan gedung.  

Dalam melakukan pembangunan bangunan gedung, agar tidak 

terjadinya kesemrawutan, diperlukan suatu aturan maka lahirlah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

dan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung, menyatakan “Setiap bangunan 

gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.”  

Hal yang serupa juga tertulis dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 

menyatakan: “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan 

gedung.”  

a) Persyaratan Adminstratif Persyaratan administratif yang 

dimaksud berupa surat-surat dan/atau dokumen-dokumen 

sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyatakan: 

“Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 

administratif yang meliputi:  
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1) status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari 

pemegang hak atas tanah;  

2) status kepemilikan bangunan gedung;  

3) izin mendirikan bangunan gedung;  

4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Status hak atas tanah yang jelas diperlukan sebagai 

tanda bukti kepemilikan tanah, sebagaimana tertulis dalam 

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: “Setiap 

bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status 

kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak 

lain.”  

b) Perizinan Pendirian Bangunan Perizinan adalah pemberian 

legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegatan 

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.  

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 

tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan perundang-

undangan, sehingga dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat 

melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Jika ada suatu aktivitas dari 

masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan 

oleh aparatur yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti 

diizinkan (Hadjon, 1993. Hlm 2).  

Untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif 

dari aparatur yang berwenang menerbitkan izin. Perizinan bangunan 

gedung berkaitan langsung dengan ruang lingkup penataan ruang, 

terutama dari segi penggunaan bangunan serta jenis perizinan yang 

dimiliki. Yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan terkait 

bangunan adalah Pemerintah Daerah yang dimana juga harus 

memperhatikan beberapa asas-asas kelayakan yang ada, pelayanan 

yang bersifat prima dalam pengurusan perizinan, hingga penerapan 

tindakan pemerintah yang baik. 

Bangunan gedung dilaksanakan berlandaskan asas kemanfaatan, 

keselamatan, keseimbangan, dan harmonisasi dengan 

lingkungannya. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk 

a) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan memiliki 

tata bangunan gedung yang serasi serta selaras dengan 

lingkungannya. 

b) Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung supaya terjamin keandalan teknisnya, mulai dari segi 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.  
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c) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung.  

Setiap perencan/aan bangunan haruslah memberikan 

kepastian kepada pemilik bangunan, dengan memenuhi 

beberapa persyaratan administratif sebagai berikut:  

a) Jaminan bahwa produk perencanaan tersebut lolos untuk 

mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  

b) Setelah selesai proses pembangunan, selanjutnya yaitu 

jaminan bahwa bangunan tersebut harus sudah memperoleh 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum digunakan. 

c) Dalam upaya mendapatkan IMB dan SLF, bangunan 

diharuskan mempunyai keserasian ataupun keseimbangan 

dengan lingkungan, berkarakter, serta tidak berdampak 

negatif terhadap lingkungan.  

d) Bangunan sejalan dengan peraturan daerah, di antaranya 

peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) setempat.  

C. Tinjauan Umum tentang Sungai 

1. Pengertian Sungai 

Sungai merupakan salah satu sumber daya air yang mempunyai 

manfaat dan peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
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Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan sepadan 

sungai dan garis sepadan danau menjelaskan bahwa sungai adalah alur 

atau wadah alur air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran 

air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan 

dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan. Berdasarkan kontribusinya 

terhadap air tanah, sungai dibedakan menjadi : (Mulyandari, 2011)  

a. Effluent Stream (Sungai effluent) Sungai ini merupakan sungai yang 

tidak mencemari sumur-sumur warga yang berada di sekitarnya, hal 

ini di sebabkan karena sungai dapat imbuhan air dari air tanah bukan 

dari sumur-sumur warga dan sumur warga memberikan air ke sungai 

yang ada. Permukaan air tanah lebih tinggi dibandingkan dengan 

permukaan sungai tersebut. 

b. Inffluent Stream (Sungai Inffluent) Inffkuent Stream (Sungai 

Inffluent) merupakan sungai yang dapat mencemari sumur warga 

sekitar, hal ini di sebabkan sungai memberikan imbasan kepada 

sumur-sumur sekitar sungai. Permukaan air tanah lebih rendah 

dibandingkan dengan permukaan air sungai. Menurut Peraturan 

Menteri Nomor 63 Tahun 1993, sungai dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu sungai besar dan sungai kecil.  

2. Aturan Sempadan Sungai 

Dalam Peraturan Menteri 63/1993 dikatakan sungai besar jika 

memiliki luas Daerah Aliran Sungai (DAS) lebih dari 500 km2 ( DAS > 

500 km2 ) sedangkan untuk sungai kecil memiliki luas DAS kurang dari 
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500 km2 (DAS < 500 km2 ). Garis Sempadan Sungai Menurut Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan sungai dan garis 

sepadan danau menjelaskan bahwa garis sempadan sungai adalah garis 

maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas 

pelindung sungai.  

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat 

sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, garis sempadan 

adalah garis batas luar pengaman luar. Sedangkan untuk garis sempadan 

sendiri merupakan batas yang harus dimiliki oleh sungai itu sendiri agar 

jika sewaktu musim hujan dan debit sungai melampaui batas dari 

penampang sungai.  

Dalam penelitian Maryono (2009) menyimpulkan bahwa penentuan 

lebar sempadan sungai dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya 

penentuan lebar sempadan sungai menurut luas DAS, penentuan lebar 

sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut dan penentuan tepi 

sungai sebagai titik acuan garis sempadan sungai. Kajian lebar 

sempadan sungai yang dilihat dari aspek luas Daerah Aliran Sungai 

(DAS) yang ada diklasifikasikan menjadi 4 kategori, kali kecil dari mata 

air dengan luas DAS 0-2 km2 , kali kecil dengan luas DAS 2-50 km2 , 

sungai sedang dengan luas DAS 50-300 km2 dan sungai besar dengan 

luas DAS >300km2 .  
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Kajian lebar sempadan sungai yang dilihat dari aspek pasang surut 

air laut, garis sempadan sungai yang ada sekurang-kurangnya 100 m dari 

tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau. Kajian lebar sempadan 

sungai dengan penentuan tepi sungai sebagai titik acuan garis sempadan 

sungai ditentukan dengan menentukan titik tertinggi dari tebing sungai 

yang berbatasan langsung dengan teras sungai.  

Penentuan lebar sempadan sungai dihitung dari tepi sungai ke arah 

luar sungai. Pada penelitian ini juga diklasifikasikan menjadi 2 daerah, 

daerah pedesaan dan perkotaan. Penelitian Maryono (2009) dihasilkan 

lebar sempadan sungai pada kawasan perkotaan lebih pendek 

dibandingkan dengan lebar sempadan sungai di kawasan pedesaan. 

Untuk lebar sempadan yang paling besar berada pada kawasan pedesaan 

dengan sungai tak bertanggul dan diklasifikasikan kedalam sungai besar 

dengan lebar sempadan sungai 100 m.  

Penentuan lebar sempadan sungai dengan aspek tepi sungai dapat 

ditentukan bersamaan dengan masyarakat yang ada disekitar kawasan 

sempadan sungai, sedangkan untuk aspek sungai terpengaruh pasang 

surut dan tsunami belum dapat direkomendasikan sebagai acuan dan 

diperlukan pengkajian ulang pada kondisi sungai yang terpengaruh oleh 

pasang surut dan tsunami.  

Bantaran banjir merupakan lebar antara titik batas muka air normal 

sungai dengan titik batas pada saat banjir dengan ukuran muka air banjir 

sungai yang sering terjadi pada kondisi sungai tersebut (Hayati et al., 
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2014). Pengelolaan Sempadan Sungai Sempadan sungai merupakan 

suatu kawasan yang diperlukan oleh sungai jika terjadi luapan dari 

sungai. Batas-batas sempadan sungai adalah lebar antara titik muka air 

sungai pada keadaan normal dengan titik muka air sungai pada keadaan 

banjir dalam hal ini banjir yang sering terjadi pada wilayah sungai 

tersebut.  

Penentuan dalam pengambilan titik-titik batas bantaran banjir 

sungai dapat dilihat dari potongan melintang dan memanjang sungai di 

lapangan. Masing-masing batas sempadan tiap sungai juga berbeda-

beda tergantung dengan kondisi morfologi dari sungai tersebut. 

Pengelolaan kawasan sempadan sungai harus berkelanjutan agar 

pengelolaan yang telah ada menjadi sesuai dengan yang diharapkan.  

Menurut Suprapti et al. (2014) terdapat langkah-langkah 

pengendalian dan pengawasan sempadan sungai. Langkah-langkah 

tersebut adalah:  

a) Pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi.  

b) Pengendalian dan pengawasan melalui perizinan.  

c) Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan 

disensitif.  

d) Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian sanksi.  

Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai tidak dapat 

berjalan dengan lancar apabila tidak adanya pemahaman yang jelas dari 
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pejabat ataupun aparat yang berwenang dalam pengendali, pengawasan 

dan penegakan hukum bagi substansi yang melanggar. Sungai memiliki 

peran penting sebagai salah satu sumber daya alam yang perlu 

dilestarikan guna menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu 

dilakukannya pengelolaan sungai khususnya lahan pada sempadan 

sungai.  

Hal ini dikarenakan sungai memiliki peran yang penting dalam 

kehidupan manusia, dari keperluan mandi, mencuci, sebagai sumber air 

baku untuk minum dan sebagainya. Penelitian Suganda et al. (2009) 

mengidentifikasikan bahwa perilaku yang tidak memelihara sungai 

yang terjadi terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah.  

Pada kondisi sempadan sungai yang dipadati oleh pemukiman 

penduduk cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran air sungai 

dikarenakan banyaknya sampah domestik.  

3. Pemanfaatan Sempadan Sungai 

Pemanfaatan Sempadan Sungai Sempadan sungai merupakan suatu 

kawasan yang harus dimiliki oleh sungai, dalam hal ini kegunaan dari 

sempadan sungai itu sendiri adalah lahan resapan air pada saat air sungai 

tidak dapat tertampung oleh penampang sungai dan meluap. Tetapi 

seiring berjalannya waktu, sempadan sungai sering digunakan oleh 

masyarakat untuk dijadikan lahan pemukiman, baik bangunan permanen 

maupun bangunan semi permanen.  
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Pemanfaatan sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat 

guna menunjang kegiatan sehari-hari, salah satu hal pemanfaatan yang 

dilakukan masyarakat dengan membangun tempat MCK (mandi cuci 

kakus) umum di sempadan sungai.  

Dalam penelitian Ferianda dan Setiawan (2016) terdapat beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadap ketidaksesuaian penggunaan 

sempadan sungai yaitu, ketersediaan fasilitas di sekitar sungai, 

keamanan lokasi, tingginya tingkat pendapatan di daerah perkotaan, 

besarnya peluang kerja dan kedekatan ke tempat kerja.  

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 pasal 

11 menjelaskan tentang pemanfaatan daerah sempadan sungai dapat 

dilakukan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan diantaranya : 

a.) Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.  

b.) Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.  

c.) Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan 

peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.  

d.) Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa 

air minum.  

e.) Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan 

baik umum maupun kereta api.  

f.) Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan 

masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi 

kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.  
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g.) Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan 

pengambilan dan pembuangan air. Akan tetapi bagi masyarakat 

yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tersebut harus 

memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya, serta syarat-syarat yang ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


